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RINGKASAN 

 

Pemerintah pada tahun 2023 mengeluarkan produk undang-undang terbaru 

yang berbau kontroversional terkait diperbolehkannya kembali kegiatan ekspor 

pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 salah satunya 

mengatur tentang pengelolaan hasil sedimentasi di wilayah perairan Indonesia yang 

dapat diekspor, dimana peraturan ini menganulir Keputusan Mentri Perindustrian 

dan Perdagangan pada tahun 2003 yang menghentikan sementara ekspor pasir laut. 

Aturan ini ditujukan untuk memberikan pedoman pengelolaan hasil sedimentasi 

yang meliputi pemanfaatan, perizinan, hingga tata kelola ekspor untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals 

(SDGs) ke 14 yakni ekosistem lautan. PP ini mencakup ketentuan mengenai jenis 

hasil sedimentasi yang boleh diekspor, dalam peraturan ini frasa "hasil sedimentasi" 

menjadi perhatian utama karena dianggap menimbulkan interpretasi yang ambigu 

dalam implementasi kebijakannya sehingga berpotensi mengarah pada eksploitasi 

pasir laut yang tidak terkendali. Meskipun kebijakan ini membuka peluang ekspor 

bernilai ekonomi, ketidakjelasan dalam definisi "hasil sedimentasi" dapat 

menimbulkan dampak negatif pada ekosistem pesisir. Perhatian selanjutnya adalah 

bagaimana implementasi mekanisme perizinan yang harus dipenuhi oleh pihak-

pihak terkait, serta pembatasan dan pengendalian ekspor untuk memastikan tidak 

terjadi kerusakan ekosistem laut. Dengan diberlakukannya PP ini, peneliti 

merekomendasikan diperlukan adanya penguatan pengawasan agar ekspor pasir 

laut berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan atau Sustainable Development 

Goals (SDGs). 

Kata Kunci : Peraturan, Implementasi, Kebijakan, Ekspor, Sedimentasi Laut, Pasir 

Laut 
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ABSTRACT 

 

In 2023, the government issued the latest controversial law regarding the re-

allowance of sea sand export activities through Government Regulation (PP) No. 

26 of 2023, one of which regulates the management of sedimentation products in 

Indonesian waters that can be exported, where this Regulation annuls the Decree of 

the Minister of Industry and Trade in 2003 which temporarily stopped the export of 

sea sand. This regulation is intended to provide guidelines for the management of 

sedimentation products including utilization, licensing, and export governance to 

support sustainable development in accordance with the principles of Sustainable 

Development Goals (SDGs) 14, namely marine ecosystems. This PP includes 

provisions regarding the types of sedimentation products that may be exported, in 

this regulation the phrase "sedimentation products" is a major concern because it is 

considered to cause ambiguous interpretations in the implementation of its policies, 

thus potentially leading to uncontrolled exploitation of sea sand. Although this 

policy opens up opportunities for exports with economic value, the ambiguity in the 

definition of "sedimentation products" can have a negative impact on coastal 

ecosystems. The next concern is how the licensing mechanism must be fulfilled by 

the relevant parties, as well as export restrictions and controls to ensure that there 

is no damage to the marine ecosystem. With the implementation of this PP, 

researchers recommend that supervision is strengthened so that sea sand exports run 

in accordance with the principles of sustainability or Sustainable Development 

Goals (SDGs). 

Keywords: Regulation, Implementation, Policy, Export, Marine Sedimentation, Sea 

Sand.  
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MOTTO 
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